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DANA DESA

HUMAS PEMKAB
KAWAL.: Bupati Landak Karolin Margret Natasa
menyerahkan berkas kerja sama kepada Kejaksaan
Negeri Landak untuk mengawal Dana Desa.

Kawal dengan
Kejari Landak

PEMKAB-Landak dan Kejaksaan Negeri
Landak mengadakan kesepakatan Bidang
Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hal itu ditandai dengan acara Penandatan-
ganan MoU kesepakatan antara Pemerintah
Kabupaten Landak dengan Kejaksaan Negeri
Landak yang berlangsung di Aula Besar Kan-
tor Bupati Landak, Rabu (15/5) siang

Bersamaan itu juga diadakan Sosialisasi
tentang Tim Pengawalan, Pengaman Pemer-
intahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D)
Dan DanaDesa Tahun 2019. Hadir dalam -
kegiatap ini Sekretaris Daerah Kabupaten
Landak, Kepala Instansi vertikal Kabupaten
Landak, Kepala SKPD, Para Camat se-Kabu-
paten Landak, Kepala Desa serta para tamu
undangan lainnya. ‘

Pemerintah Kabupaten Landak baru saja
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,

« ke halaman 23 kolom 1
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Kawal denganKejariLandak |

Sambungan dari halaman 17 rusan dengan permasalahan  lagi dalam melakukan pem-  sama Karolin juga menyam-
hukum,” sambungnya. binaan dan pengawasan,” paikan beberapa kegiatan

termasuk desa-desa yang Dalam peraturan menteri ~ pungkas Karolin.Dalam kes- yangakan dilakukan oleh tim
ada di wilayah Kabupaten dalam negeri nomor 20 Ta- empatanituKarolinmengim- pengawalan dan pengaman-

Landak. Dalam sambutannya
Karolin menegaskan apa-
bila dikemudian hari terjadi
perbuatan melawan hukum,
maka akan diproses dan dit-
indaklanjuti sesuai peraturan
yang berlaku. “Apabila dike-
mudian hari terjadi perbua-
tan melawan hukum, peny-
alahgunaan kewenangan
dan/atau perbuatan lainnya
yang berakibat merugikan
keuangan Negara, akan dit-
indaklanjuti sesuai peraturan
yang berlaku,” tegas Karolin.
Halini kita lakukan khusus-
nya terhadap desa-desa yang
ada di Kabupaten Landak.
“Agar Kepala Desayang ada
di Kabupaten Landak tidak
ada dan jangan sampai beru-

~

hun 2018 pasal 74 tentang
Pembinaan dan Pengawasan

ayat (3) berbunyi Bupati/

Walikota membina dan men-
gawasi pelaksanaan pengelo-
laan keuangan desa yang
di koordinasi dengan APIP
daerah Kabupaten/Kota.
Berkaitan dengan hal terse-
but Karolin meminta para
aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang ada
di Kabupaten Landak agar
diperkuat dan lebih maksi-

mal lagi dalam melakukan -

pembinaan dan pengawasan.
“Untuk itu saya minta peran
aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang ada
di Kabupaten Landak supaya
diperkuat danlebih maksimal

bau para Kepala Desa agar
melakukan menginput

dengan benar pada aplikasi -

Siskeudes,Hal ini dilakukan
agar pengelolaan keuan-
gan desa dapat dilakukan
secara tertib, efektif, efisien,
ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab dengan
memperhatikan asa keadi-
lan, kepatutan, dan manfaat
bagi masyarakat. “Saya minta
kepada seluruh kepala desa
setelah mengikuti sosialisasi
ini untuk segera melakukan
penginputan ke dalam aplika-
si siskeudes untuk melakukan
penatausahaan kegiatan agar
pemanfaatan dana desa da-
pat dilakukan dengan baik,’
ujar Karolin.Di waktu yang

an pemerintahan dan pem-
bangunan daerah antara lain
yaitu melakukan pendamp-
ingan kegiatan barang dan
jasa di beberapa SKPD/OPD.
“Pendampingan yang dilaku-
kan berupa pengarahan agar
kegiatan pengadaan barang
dan jasa sesuai prosedur,
mekanisme dan tahapan,’
tukas Karolin.Kegiatan pem-
bangunan yang dimaksud
dilakukan sesuai ketentuan
perundang-undangan serta
agar terhindar dari berbagai
bentukhambatan pada pem-
bangunan yang sedang dan
akan dijalankan, serta me-
mastikan percepatan proses
penyerapan anggaran yang
berlaku. (mif)
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